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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

 KPU Kota Pontianak sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota 

memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung 

penyelenggaraan pelayanan tersebut, diperlukan standar pelayanan yang memberikan 

kejelasan mengenai ketentuan dan tata cara memperoleh layanan. 

 Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan perlu dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat, lembaga/instansi pengguna layanan serta pemangku 

kepentingan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yang menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik secara partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

 Sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara 

berkelanjutan, KPU Kota Pontianak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Tahun 2026 untuk membahas enam rancangan Standar Pelayanan, meliputi pelayanan: 

1. Pemutakhiran Data Pemilih; 

2. Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga/Instansi; 

3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih; 

4. Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Kota 

Pontianak; 

5. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota Pontianak; 

6. Pengaduan Masyarakat.  

 Melalui forum ini, KPU Kota Pontianak berharap dapat memperoleh masukan, 

evaluasi, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan dan pengguna layanan 

agar rancangan Standar Pelayanan yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan 

masyarakat secara nyata dan sesuai dengan kondisi dan kapasitas penyelenggara 

layanan. Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung dengan 

profesional, prima, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. 
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2. Tujuan dan Manfaat 

 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan 

diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dari 

peserta forum. Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan 

ini adalah sebagai berikut: 

A. Tujuan 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pontianak Tahun 2026 bertujuan untuk: 

1. Memperoleh masukan, tanggapan, dan rekomendasi dari masyarakat dan 

pemangku kepentingan terhadap rancangan Standar Pelayanan yang telah 

disusun; 

2. Menjamin proses penyusunan Standar Pelayanan dilakukan secara partisipatif, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. Menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan Publik agar sesuai dengan 

kebutuhan pengguna layanan, kondisi organisasi, dan prinsip pelayanan publik 

yang berkualitas. 

B. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah: 

1. Tersedianya masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan enam 

rancangan Standar Pelayanan. 

2. Membangun komunikasi dan partisipasi yang konstruktif antara KPU Kota 

Pontianak dan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun pengguna 

layanan. 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui evaluasi dan pembenahan 

berkelanjutan berdasarkan hasil dari Forum Konsultasi Publik. 

3. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik KPU Kota Pontianak Tahun 

2026 meliputi pembahasan enam rancangan Standar Pelayanan sebagaimana 

dijelaskan pada bagian pendahuluan, pembahasan pada forum fokus pada substansi 

penyusunan rancangan Standar Pelayanan yang meliputi paparan rancangan, diskusi 

terstruktur, serta perumusan rekomendasi dari pemangku kepentingan dan unsur 

masyarakat. 
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BAB II 

METODOLOGI PELAKSANAAN 

FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Forum Konsultasi Publik penyusunan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pontianak dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal  : Rabu, 14 Oktober 2026 

Waktu  : 09.00 WIB - Selesai 

Tempat  : Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak,  

   Jl. Johar No 1A,  Pontianak. 

Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan secara tatap muka (luring) dengan tetap 

memperhatikan prinsip partisipatif dan inklusif, serta memastikan seluruh peserta dapat 

memberikan masukan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pontianak. 

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik 

 Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum Kota Pontianak. Adapun peserta Forum Konsultasi Publik terdiri atas: 

1. Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, meliputi Ketua, Anggota Divisi, dan 

Sekretariat; 

2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat; 

3. Sekretaris DPRD Kota Pontianak; 

4. Bawaslu Kota Pontianak; 

5. Ahli/Praktisi (Lektor Kepala FISIPOL Universitas Tanjungpura); 

6. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak 

7. Asosiasi media (AJI Pontianak); 

8. Perwakilan pengguna layanan (Partai Politik). 

 Semua peserta terkecuali salah satu pengguna layanan dapat hadir dan secara 

aktif memberikan tanggapan pada saat pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan peserta dari 

berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan 

mencerminkan pandangan yang komprehensif dari penyelenggara, pengawas, 

pengguna, dan pemantau layanan publik.  
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3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

 Forum Konsultasi Publik tentang penyusunan standar pelayanan di lingkungan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilaksanakan secara tatap muka 

(luring) langsung. Metode pelaksanaan ini dipilih agar proses komunikasi dan 

penyampaian aspirasi dapat berlangsung lebih partisipatif, interaktif dan efektif antara 

penyelenggara dengan peserta forum. kegiatan dilakukan dalam bentuk paparan dan 

diskusi terbuka. Pada sesi awal, penyelenggara menyampaikan penjelasan mengenai 

rancangan 6 (enam) standar pelayanan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya 

jawab yang memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, 

serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan dimaksud. 

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik 

 Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pontianak memiliki rangkaian acara sebagai berikut: 

1. Registrasi Peserta (09.00 – 09.15 WIB) 

• Peserta melakukan proses registrasi dan pengisian daftar hadir sebelum 

kegiatan dimulai. 

2. Pembukaan (09.15 – 09.30 WIB) 

• Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KPU 

• Pembacaan doa 

• Sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak 

3. Pemaparan Draft Standar Pelayanan Informasi Publik (09.30 – 09.45 WIB) 

• Pemaparan draft 6 (enam) Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak terkait 

substansi dan indikator standar pelayanan. 

4. Diskusi dan Rekomendasi (09.45 – 12.00 WIB) 

• Sesi tanya jawab antara peserta forum dengan penyelenggara 

• Penyampaian masukan, saran, dan rekomendasi dari stakeholder dan 

unsur masyarakat 

• Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk 

kesepakatan bersama 

5. Penutupan (12.00 WIB – Selesai) 

• Kegiatan ditutup secara resmi sebagai tanda berakhirnya seluruh 

rangkaian acara Forum Konsultasi Publik. 
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BAB III 

HASIL PELAKSANAAN 

FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

1. Identifikasi Masalah 

Pada forum konsultasi yang telah dilaksanakan didapatkan beberapa 

tanggapan/masukan dari para peserta forum sebagai berikut : 

No Nama 
Instansi/ 

Organisasi 
Tanggapan/Masukan/Saran 

1 
Sabinus Matius 

Melano 

Stakeholder 

(Komisi 

Informasi) 

1. Concern terhadap bagaimana 

membangun sinkronisasi terkait UU 

keterbukaan informasi publik, 

informasi dan data yang diberikan 

oleh badan publik maka harus ada 

SOP yang jelas; 

2. Konfirmasi terkait pelayanan ini 

apakah benar di layani secara 

administratif/teknis atau hanya terkait 

permohonan informasi saja. 

2 Yaya Maulidia 

Stakeholder 

(Sekretaris 

DPRD Kota 

Pontianak) 

1. Terkait PAW pada mekanisme 

pelayanan perlu diperjelas apa yang 

dimaksud dengan "dokumen 

pendukung"; 

2. Jumlah pelaksana pelayanan PAW 

harus di deskripsikan dengan jelas 

SOP harus tersedia untuk seluruh SP 

bukan hanya maklumat pelayanan; 

3. Terkait persyaratan pemutakhiran 

data pemilih khususnya persyaratan 

untuk mengisi Formulir tanggapan 

dan masukan masyarakat, perlu 

dijelaskan lebih lanjut; 

4. terkait produk layanan, untuk 

konfirmasi apakah di sampaikan saat 

datang pertama atau seperti apa? 

3 
Dr. Nurfitri 

Nugraha 

Ahli/Praktisi 

(Lektor Kepala 

FISIPOL 

UNTAN) 

1. Jenis Pengaduan seperti apa yang 

bisa di adukan; 

2. Penggunaan AI untuk decision 

making agar dapat lebih cepat; 
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No Nama 
Instansi/ 

Organisasi 
Tanggapan/Masukan/Saran 

3. Terkait evaluasi apakah evaluasi 

sudah terlaksana dan di tindak lanjuti, 

adanya forum lanjutan untuk evaluasi 

terkait SP yang sudah dilaksanakan? 

4. Untuk Sosdiklih apakah persyaratan 

sosialisasi dapat disederhanakan, 

apakah ada pengajuan yang ditolak? 

5. Terkait komptensi pelaksana dalam 

sosdiklih harus dilengkapi dengan 

kualifikasi pendidikan; 

6. Penggunaan sosmed terkait 

sosialisasi bagaimana menjangkau 

masyarakat yang tidak punya akses 

ke sosmed? 

 

Sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta Forum Konsultasi Publik 

bersama Pemangku Kepentingan maka untuk seluruh pertanyaan telah dijawab dan 

dikonfirmasi dengan baik oleh pihak penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Untuk hal-hal yang masih dapat dioptimalisasi maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Jangka waktu pelayanan pada standar pelayanan PAW masih belum dideskripsikan 

dengan jelas; 

2. Jenis pengaduan pada pelayanan Pengaduan Masyarakat perlu dirincikan lebih 

lanjut untuk pengaduan apa saja yang bisa dilayani; 

3. Jumlah pelaksana untuk pelayanan PAW dapat disebutkan secara spesifik; 

4. Kualifikasi pendidikan pelaksana untuk layanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih belum 

dicantumkan.  

2. Analisis 

 Terdapat beberapa aspek dalam rancangan Standar Pelayanan KPU Kota 

Pontianak yang masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya aspek: 

1) Kejelasan jangka waktu pelayanan; 

2) Rincian jenis pengaduan yang dapat dilayani;  

3) Kejelasan jumlah pelaksana; 

4) Serta pencantuman kualifikasi pendidikan pelaksana pada layanan terkait. 
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 Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rancangan Standar Pelayanan perlu 

disusun secara lebih jelas dan terperinci, baik dari sisi informasi yang disampaikan 

kepada pengguna layanan maupun dari sisi kesiapan pelaksana dalam 

menyelenggarakan pelayanan. KPU Kota Pontianak memahami bahwa kejelasan 

mengenai jangka waktu dan ruang lingkup layanan diperlukan untuk memberikan 

kepastian kepada masyarakat, sedangkan pencantuman jumlah dan kualifikasi 

pelaksana diperlukan untuk memperjelas dukungan sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan pelayanan. 

 Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap rancangan Standar 

Pelayanan berdasarkan masukan yang diperoleh dalam forum, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan yang berlaku, tugas dan kewenangan KPU Kota Pontianak, 

serta kondisi sumber daya yang tersedia. Hasil penyempurnaan tersebut diharapkan 

dapat menjadi acuan yang lebih jelas bagi penyelenggara maupun pengguna layanan 

dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 

3. Rencana Aksi 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka 

disusun rencana aksi sebagai berikut: 

No Identifikasi Masalah 
Usulan Rekomendasi 

Perbaikan 

Jangka Waktu 

Penyelesaian 

1 

Jangka waktu pelayanan PAW 

pada Standar Pelayanan 

belum jelas 

Jangka waktu pelayanan PAW 
pada Standar Pelayanan 
diklasifikasikan untuk jenis situasi 
tertentu dan diberikan penjelasan 
setiap klasifikasi jangka waktunya 

1 Hari 

2 

Jenis pengaduan pada 

pelayanan Pengaduan 

Masyarakat perlu dijelaskan 

lebih lanjut untuk pengaduan 

apa saja yang bisa dilayani 

Jenis-jenis pengaduan dapat 

disosialisasikan lebih lanjut 

melalui sosial media. 

3 Hari 

3 

Jumlah pelaksana untuk 

pelayanan PAW dapat 

dijelaskan dengan rinci 

Deskripsi Standar Pelayanan 

dapat dilengkapi dengan jumlah 

secara spesifik 

1 Hari 

4 

Kualifikasi pendidikan 

pelaksana Sosialisasi 

Pendidikan Pemilih belum jelas 

Standar Pelayanan Sosialisasi 

Pendidikan Pemilih dapat 

dilengkapi dengan kualifikasi 

pelaksana 

1 Hari 
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